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BUPATI KAUR 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR: l-3 TAHUN 2020 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELA YANAN PENERBITAN SURAT 

PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DI LINGKUNGAN 

PEMER1NTAH KABUPATEN KAUR 

Mcnimbang 

Mengingat 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan 

daerah yang tertjb, efislcn, ekonomis, efektif, transparan 

dan bertanggungjawab khususnya dalam hal pengelolaan 

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah maka sesuai dengan 

ketentuan Pasal 327 Undang-Undang Nomor 23 Tah un 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlli. diatur Standar 

Oper asional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat 

Pengcsahan Pendapatan dan Belanja di Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam hµruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat 

Pcngcsahan Pendapatan dan Belanja di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kaur; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 , Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dar i 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 

dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4266); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. 

6. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 4400); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Unclang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 20 J 2; 



Menetapkan 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 ten tang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah [Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2015 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 

212); 

13 . Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur 

Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kaur Nomor 09); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PENGESAHAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN KAUR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dala111 Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 

2 . Pemerintah Daerah adalah Pemer intah Kabupaten Kaur. 

3. Bupati adalah Bupati Kaur. 
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4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Kaur. 

s. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah 

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur. 

7 . Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah. 

8. Organisasi Perangkat Daer ah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

Perangkat Dacrah di lingkungan Pemerintah Daer ah selaku Pengguna 

Anggaran/Penggu na Barang. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkal PPKD adalah 

Kepala Satuan Kerj a Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnya disebut 

Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah . 

10. Bendahara Umum Daerah yang selanj u tnya disingkat BUD adalah PPKD yang 

ber tindak dalrun kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

11 . Kuasa Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

12. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah suatu standar 

yang digunakan untuk proses pelayanan penerbitan Surat Pengesahan 

Pendapatan dan Belanja. 

13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melal<.sanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya. 

14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertan1a yang selanjutnya disingkat FKTP adalah 

\.....,, fasilitas k esehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang 

bersifat non spesialistis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, 

pengobatan, dan/ atau pelayanan kesehetan lainnya. Fasilitas kesehatan yang 

dimaksud adalah tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,dan/atau masyarakat. Dapat 

berupa praktck dokter perorangan, rumah sakit, clan puskesmas. 

15. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka 

kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar lanpa 

memperhitungkan jcnis dan jumlah pel ayanan kesehatan yang diberikan. 

16. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan 

berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan yang d iberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 

r-c:--____ iurannya dibayar oleh pemerintah. 
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17. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS 

adalah program pcmerint<1h yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan 

biaya operasi non personalia bagi sekolah. 

18. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya 

disingkat SP3B adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran 

unt.uk menerbitkan SP2B ke BUD/Kuasa BUD. 

19. Surat Pengesahan Pendapatan da.n Belanj a yang disingkat SP2B adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mcngesahkan SP3B 

yang diaj ukan olch pengguna anggaran. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud pelaksanaan SOP adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan proses 

'-----' penerbitan SP2B. 
Pasal 3 

Tujua.n peh.tl{sanaan SOP adalah : 

a. untuk mempermudah pclayanan dalam penerbitan SP2B; 

b. sebagai pedoman dalam mengon trol pelayanan pcnerbitan SP2B; dan 

c. sebagai acuan pelal{sanaan tugas dan fungsi kerja dalam memberikan 

pelayanan pencrbitm1 SP2B. 

I 

BAB Ill 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingku p pelaksanaa.n SOP adalah seluruh mekanisme dan prosedur 

\......,, penerbitan SP2B. 

BAB IV 

PROSEDUR PENERBITAN SP2B 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

( 1) SP2B sebagal pengesahan pendapatan dan belanja diterbitkan oleh BUD/ 

Kuasa BUD da.n diberikan kepada Pengguna Anggara.n OPD setelah Pengguna 

Anggaran OPD mengajukan SP3B dan kelengkapannya. 

(2) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercliri atas: 

a. SP2B Dana Kapitasi JKN pada FKTP dalam lingkup Dinas Kesehatan; dan 

_______ b_. _s_'P2B Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri dalam lingkup Dinas 

eeMIAR!ATC . ,,~Pendidikan . 
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Bagian Kedua 

Pengajuan SP3B 

Pasal 6 

(1) Penerbitan SP2B sebagaimana climaksud clalain Pasal 5 ayat (2) huruf a 

clilakukan apabila pengguna anggaran pada Dinas Kesehatan mengajukan 

SP3B Dana Kapitasi ,JKN pada masing-masing FKTP yang diperoleh dari 

aplikasi SIMDA dan telah ditanclatangani Kepala Dinas Kesehatan clan diberi 

stempel. 

(2) SP3B Dana Kapitasi JKN pacla FKTP diterbitkan berclasarkan Laporan Realisasi 

Dana kapitasi JKN pada FKTP bulan berkenaan dan Surat Pernyataan 

Tanggung J awab Kepala FKTP atas Laporan Realisasi Dana Kapitasi JKN pada 

(3) 

FKTP. 

Laporan Realisasi Dana Kapitasi ,JKN pada FKTP dan Surat Pemyataan 

Tanggung ,Jawab sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) merupakan laporan 

yang berisi realisasi pendapatan dan belanja atas Dana Kapitasi JKN yang 

dikelola pada masing-masing FKTP dan clilaporkan kepada Kepala Dinas 

Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan bcrikutnya. 

(4) Pengajuan SP3B Dana Kapitasi JKN pada FKTP untuk Penerbitan SP2B, wajib 

dilampirkan clengan : 

a. laporan Realisasi Dana Kapitasi JKN pada FKTP bulan berkenaan; dan 

b. surat Pemyataan Tanggung Jawab Kepala FKTP atas Laporan Realisasi 

Dana Kapitasi JKN pada FKTP bulan berkenaan yang telah clitandatangani 

clan diberi stempel oleh Kepala FKTP. 

(5) Format Laporan Realiasi dan surat pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana 

climaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tercantum pada Lampiran I dan 

Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 7 

(1) Penerbitan SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, 

dilakukan apabila pengguna anggaran Dinas Pendidikan mengaj ukan SP3B 

Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri kepada BUD yang 

diperolch dari aplikasi SIMDA dan telah ditandatangani Kepala Dinas 

Pendidikan dan diberi stempel. 



(2) SP3B Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri diterbitkan berdasarkan Laporan 

Realisasi Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri bulan berkenaan dan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Satuan Pendidikan Negeri atas Laporan 

Realisasi Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri. 

(3) Laporan Realisasi Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri dan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan 

yang berisi realisasi pendapatan dan belanja atas Dana BOS Satuan 

Pend idikan Negel'i dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap 

bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(4) Pengajuan SP3B Dana BOS untuk Penerbitan SP2B, wajib dilampirkan 

dengan : 

a. laporan Rcalisasi Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan 

Negeri; dan 

b. surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Realisasi Dana BOS pada 

masing-masing Satuan Pendidikan Negeri . 

(5) Pengajuan SP3B Dana BOS beserta lampirannya oleh Kepala Dinas Pendidikan 

untuk Penerbilan SP2B dilakukan setiap semester. 

(6) Format Laporan Realisasi dan surat pemyataan Tanggung Jawab sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) Huruf a dan Huruf b, sebagaimana tercantum pada 

Lampiran lll dan Lampiran IV peraturan Bupati ini dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

SP3B dan k elengkapannya sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat 

(4) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) dalam bentuk hardcopy. 

Bagian Ketiga 

Verifikasi SP3B 

Pasal9 

( 1) SP3B diajukan oleh Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dan Dinas 

Pendidikan kepada BUD. 

(2) SP3B yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam 

Register Penerimaan SP3B. 

(3) SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada petugas pada 

Sub Bidang Pcrbendahara.an untuk diverifikasi. 

(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : 
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a. kesesuaian kode rekening pendapatan dan belanja; 

b. kescsuaian jumlah pendapatan; 

c. kesesuaian jumlah belanja; 

cl. kelengkapan dan kebenaran penulisan angka dan huru f; dan 

e. laporan Realisasi serta Surat Pe1nyataan Tanggung Jawab. 

(5) Apabila verifikasi sebagaimana clilnaksucl pada ayat (4) belum mendapat 

kesesuaian, maka berkas SP3B waji b dikembalikan. 

(6) Berkas SP3B sebagaimana climaksud pada ayat (5) dilakukan perbaikan clan 

diajukan kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. 

(7) ,Jangka waktu sebagaimana dimaksud pacla ayat (6) tidak mengajukan kembali, 

maka clokumen SP3B cliubah sesuai tanggal pengajuan kembali. 

Bagian Keempat 

Penerbitan SP2B 

Pasal 10 

(1) Dokumen SP3B yang telah cliverifikasi clan telah memenuhi persyaratan, cliberi 

nomor SP2B. 

(2) Penomoran SP2[3 sebagaimana cl imaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

berurutan dimulai dengan : 

a. nomor urut garis miring (/); 

b . SP2B garis miring (/); 

c. kode OPD garis miring(/) ; dan 

cl . tahun anggaran. 

contoh: 001/SP'2B/l.02.01. l /2020 

(3) SP38 yang telah diberi nomor diser ahkan kepada petugas pengetik SP2B untuk 

dimasukan ke dalan1 aplikasi SIMDA. 

(4) SP2B sebagaimana dimaksucl pada ayat (3) clicetak dalam bentuk hardcopy dan 

cliserahkan beserta seluruh kelengkapan dokumen yang telah cliverifikasi 

kepada Kcpala Sub Biclang Perbenclaharaan clengan dilampirkan rekapan 

claftar penguji untuk dibubuhi paraf. 

(5) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan sebclum membubuhi paraf pada clokumen 

SP2B, wajib melakukan pengecekan kembali guna memastikan dokumen SP2B 

telah sesuai dengan SP3B clan rekapan claftar penguji. 

(6) Pengecekan kembali oleh Kepala Sub Bidang Perbendaharaan sebagaimana 

climaksucl pacla ayat (5) yakni : pengecekan kesesuaian kode rckening clan 

~u.n• 1Jah-12e-nclapatan clan belanja. 
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(7) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terdapat kesesuaian 

antara SP3B dengan SP2B, rekapan daftar penguji, dikembalikan SP2B 

dimaksud kepada petugas verifikasi dan/ atau petugas pengetik SP2B untuk 

dilakukan perbaikan. 

(8) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah tei:jadi kesesuaian 

antara SP3B dan SP2B, SP'28 dengan daftar penguji dibubuhkan para.f atas 

SP28. 
Pasal 11 

(1) SP2B yang telah diparaf sebagaimana dimaksud dalain Pasal lO ayat (8) 

diserahkan kepada BUD/Kuasa BUD untuk ditandatangani . 

(2) Sebelum SP2B ditanclatangani, BUD/Kuasa BUD wajib melakukan pengecekan 

kembali guna memastikan kesesuaian dokumen SP2B dengan SP3B. 

(3) Pengecekan kembali oleh BUD/Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat 

....__,, (2) yakni pengccekan jumlah pendapatan dan belanja yang tercantum dalam 

dokumen SP2B dengan dokumen SP3B dan memastikan kesesuaian SP2B 

dengan rekapa.n daftar penguji. 

(4) Apabila dalam pengecekan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara SP3B 

dengan SP2B, rekapan daftar penguji dengan SP2B, mal{a BUD /Kuasa BUD 

mengcmbalikan dokumen SP2B bcserta kelengkapannya kepada Kcpala sub 

bidang belanja langsung untuk dilakukan perbaikan. 

(5) Apabila dalam pengecekan ditemukan aclanya kescsuaian antara SP3B dengan 

SP2B, SP2B dengan daftar penguj i, maka BUO/Kuasa BUD menandatangani 

clokumen SP2B. 

1..../ (6) SP2B yang telab ditandatangani olch BUD/Kuasa BUD kemudian diserahkan 

kembali kepada pelaksana di Sub Bidang Belanja Langsung untuk diberi 

stempel dan ditatausahakan. 

(7) Penerbitan SP2B paling lama 3 (tiga) hari kerja sejal{ cliterima di lokct 

penerimaan SP2B pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur. 

Bagian Kelima 

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban SP2B 

Pasal 12 

(1) SP2B sebagai dokL1men pengesahan pendapatan dan belanja clicctak sebanyak 

4 {empat) lembar yakni: 

a. lembar pert.a.ma untuk OPD Dinas Kesehatan clan Dinas Pcndidikan· , 

b. lembar kedua untllk Bidang Pembukuan clan Pelaporan BKD; 

c. lembar ketiga untuk Sub Biclang Pendapatan BKD; dru1 

ita• ,, .. ' b BA~IA ~~, 8.P•keeripat u ntuk arsip BUD/Kuasa BUD. 
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(2) SP2B yang ditcrbitkan BUD/Kuasa BUD digunakan oleh Pcjabat 

Penatausahaan Keuangan Dinas Kcsehatan dan Dinas Pendidikan dan juga 

digunakan olch PPKD dalam melakukan pembukuan atas pendapatan dan 

bclanja dcngan mcmpcdomani ketcntuan peraturan perundang undangan. 

(3) SP2B yang dilerbilkan 

Penatausahaan Keuangan 

BUD/Kuasa RUD digunakan oleh Pejabat 

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam 

menyusun laporan realisasi anggaran serta menyajikannya dalam Laporan 

Kcuangan OPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan 

Pemerintah Dacrah. 

Pasal 13 

SP2B yang telah ditcrbitkan dan telah ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD tidak 

dapat dibatalkan. 

BARV 

TANGGUNG JAWAU PENERBITAN SP'2B 

Pasal 14 

(I) SeUap pejabat Pengelola keuangan yang mengclola keuangan daerah wajib 

melaksanakan SOP pelayanan penerbit.an SP21:3. 

(2) Pejabat pcngeJoJa kcuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

melaksan akan SOP wajib mcnerapk an sistem koordinasi dalam 

mcningkatkan cfcktifitas dan pclayanan. 

f'asal 15 

upaya 

Bagan alur SOP pclavanan pe· nerbitan SP2B t t d 
J 

ercan um pa a Lampiran V dan 

Lampiran VI dan merupakan b · 

ini. 
, ' agi,an yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Uupati 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Kaur. 

Ditetapkan di Bintuhan 

pada tanggal, P.'I pe!Jf1./Q,; 2020 

.Jf BUPATI KAUR,1 

-

Diundangkan di Bintuhan 

pada Wrtggal, JS frht'IK11'i 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

H. NANDAR UNAD! 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020 NOMOR : {lJZS 



Lampiran I 

CONTOH FORMAT 

Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : ,P..3 Tahun 2020 

Tanggal : :Z'f 'r(bval',' 2020 

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA FKTP ... ... . 

PROVINSI/KABUPATEN KOTA ....... . 

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk 

bulan ..... sebagai berikut : 

Jumlah Jumlah Selisih Kurani 

NO Uraian Anggaran 
IRu.l 

Realisasi (Rp.) {Rp.) 

Saldo bulan lalu 

pendapatan 

jumlah 

belanja 

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang 

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan 

dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas 

kebcnarannya. 
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana rocstinya . 

.... ... ... . ,tanggal ...... ..... . 
Kepala Octp ...... ..... ..•.... 

Nama ...... .. .......... . 

EIIJlETAJ\11.T D~ERAH KAeU?ATEN KAUR 1 
BAl.ilAN HU'<U 

TEL, ' Dl?RC ES DAN I t.RAF] 

DiTEL~ ""' A 
- - _ _:i _ I 

Nip ......... ... .. ....... .. . . 

-'1f BUPtTJ KAUR, i 

,/of ,us, 



\._; 

Lampiran II Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : !2'3 Tahun 2020 
Tanggal : :;..y f?tkf?/<71'/ 2020 

CONTOH FORMAT 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
NOMOR : ... .......... .. .... (1) 

1. Nruna FKTP ..... .... ... .... .. .. ... ... ........ (2) 
2. KODE ORGANISASI.. ..... ...... ... .. .... (3) 

3. Nomor / tanggal .clpa-skpd .... .. .. ......... ........ (4) 

4. Kegiatan ..... .. ..... ...... ..... ... ...... .... .... .. ... [ 5) 

Yang bertanda tangan dibawah ini .... ... ..... ... ... .... (6) 

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas semua realisasi pendapatan yang telah 
d iterima clan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak m.enerima, yang dananya 
bersumber dari dana kapitasijkn dan digunakan langsung oleh fktp pada bulan ..... .. ... (7) 
tahun anggaran .... .. ........... (8) dengan rindan sebagai berikut: 

PENDAPATAN BELANJA 

Kode rekening Jumlah Kode rekening Jumlah 

Ra ....... ... ........ .. ............. .................. Rp ........ ..... .... ... 
··· ········ ···················· 
Jumlah nendaoatan .. ....... ................ ..... Jumlah belania ······· ····•" '''' ''" ' ''''' 

Bukti-bukti pendapatan clan/ atau belanja dia tas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk kelengkapan administrasi clan keperluan pemeriksaan aparat pengawas. 
Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah. Saya bersedia bertanggungjawab 
epenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Demikian surat pernyataan ini dibu at dengan sebenarnya . 

········. ··········· ··········••l9) 
Kepaia fktp .... ........ .... 
... ....... ... ..... .... .. .. .... ... . (10) 
Nip ... ... .... ... .. ... ......... .... . 

SEKRETARIAT DAERAH KAB~?ATE!l KAUR I 
BAI.H AN HU!<UM 

..,J-{ BUPATI KAUR, 1 
TEL'IH Dl?RCSES DAN ~ ~P.R F 
OITELITI KEBENAR;.NNYA , -

:::2F I 
~ / GU,,._J .. IIPAUSI 



Lampiran m 

CONTOH FORMAT 

Peraturan Bupati Kaur 

Nomor : ;:s Tahun 2020 

Tanggal : Py f ekNt:TI'/ 2020 

LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLJ\H SATUAN PENDIDIKJ\N 

NEGERI YANG DISELENGGARAKAN KABUPATEN / KOTA ...... .. 

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk 

bulan ..... sebagai berikut : 

No Uraian Jumlah Jumlah Sellsih Kurang (Rp) 

Anggaran Reallsasi 

IRnl IRnl 

S aldo bulan 
lalu 
pendapatan 

jumlah 

belanja 

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang 

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan 

dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas 

kebenarannya. 

Demikian laporan realisasi ini d ibual untuk digunakan sebagaimana mestinya . 

... ..... ... ,tanggal ... .... .... . 

Kepala Satuan Pendidikan ........ ...... ... . 

Nama .................. . 

Nip .......... ..... ........ .. 

f< BUPATI KAUR, 1 



Lampiran JV Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : 73 Tahun 2020 
Tanggal : .£<; ,Pr'1rzlr:7f'i 2020 

CONTOH FORMAT 
SURAT PERNYATAAN TAN.G.GUN.G JAW AB 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
NOMOR : .. .... ... ... . .. .. .. (1) 

l . Nama Satuan Pendidikan ......... . ...... .. .. .. .. .... ..... . (2) 
2 . KODE ORGANISASl. .. .. ... .... .... .. .... (3) 
3. Nomor /tanggal dpa:skpd ... ... ... ....... ..... .. .. (.¾) 
4. Kegiatan ... .. .... ... ..... .... .. ... ..... .... .... ... ... (5) 

Yang bertanda tangan dibawah ini ... ...... .... .. .. .. .. (6) 

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas semua realisas i pendapatan yang telah 
diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya 
bersumber dari dana BOS dan digunakan langsung oleh satuan pendidikan negeri pada 
bulan ..... .. ... (7) tahun anggaran .... .. .. ..... .. .. (8) dengan rincian sebagai berikut: 

PENDAPATAN BELANJA 

Kode rekening Jumlah Kode rekening Jumlah 

... .... .. ... .. ... .. .. ..... ... .. Rn ... ... ... ... ... .... . ······ .. ......... ............. . Rn ... ..... ... ....... . . 

Jumlah pendaoatan .. .... .............. .......... Jumlah belania ........ ........ ............ 

Bukti-bukti pendapatan dan/at.au belanja diatas disimpan sesuai ketentuan ycmg berlaku 
u ntuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas. 
Apabila di kemudian hari terjadi kexugian daerah. Saya bersedia bertanggungjawab 
epenuhnya atas k erugian daerah dima:ksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan 
ketentuan peraturan peru.ndang-undangan. 

Deroikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya . 

..... .......... ........... ...... (9 ) 
Kepala Satuan Pendidikan ... ...... ... .. .. 
...... ....... .................. ... (10) 
Nip ..... .... ...... .. ... .. ...... ... . 

Ta ta cara pengisian format surat pemyatan tanggung jawab (SPT J) : 

1. 

2. 

3 . 

4. 
5. 
6. 
7 . 
8 . 
9. 
10. 

Diisi dengan nomor SPT.J s.atuan p.endidikan N.egeri di SKPD Dinas Pendidikan yang 
bersangkutan. 
Diisi nama Satuan Pendidikan Negeei pada SKPD Dinas Pendidikan yang 
b.ersangkutan; 
Diisi kode satuan Pendidikan Negeri pada SKPD Dinas Pendidikan yang 
bersangkutan . 
Diis i nomor dan tanggal DPA-SKPD yang b.ersangkutan; 
Diisi kode kegiatan; 
Diisi dengan naroa kepala satuan Pendidikan Negeri yang bersangkutan· 
Diisi .d.engan bulan b.erkenan; ' 
Diisi denfan tahun anggaran berkenan; · 
Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ; 
Diisi nama dan NIP kepala Satuan P.endidikan Negeri. 

SE~RW.RlAT O<cR.tAil r-ABU?ATEN KAU1 
8AGII\N HU!<UIII 

r-rELt,H o:rRCSES DAN To~.RAF ~ 
I Ol!WTIKEBEN.H{· •;yA ~ 

l_ ~ --l- j 

-;/f BUPATI KAUR,1 

I 



No Kegiatan 

Penyampaian SP38 oleh pengguna anggaran 
DinasPendidikan dan Dinas Kesehatan, 

l 
diterima oleh petugas peneritlla di loket dan 
dicat.at dalam ..,.a; ster 
Petugas loket meneruskan ke petug!ls 

2 subbidang belanj a langsung untuk diverifikasi 
(tidak lengkap dikembalikan, lengkap & benar 
dinrnsesl 

3 Penomoran SP2B, ketik dan cetak SP2B 

Mem,verifikasi dokumen SP2B beserta 
kelengkapan, dokumennya (bila lengkap dan 

4 
benar di bubuhi paraf, salah dikembalikan ke 
~tu,,as\ 
Penandatangana,1 SP2B oleh BUD/Kuasa 

I , BUD1sebelumnya dilakukan pengecekan 
untu,k memastikan kesesuaian antara SP2B 
dan daftar penunH. 

SP2B yang telall ditandatangani diserahkan 
kepada OPD, Bidang penatausahaa]ll dan 

6 al,,,.mtansi, sub bidang pengelolaan kas dan 
BUD,JKuasa BUD untuk penatausalaaan dan 
n,p.rt·--- .,~-·nma,vaban 

( 

Lampiran V Peraturan B.upati Kaur 
Nomor : p3 Tahun 2020 
Tanggal : ;z.y ?4t1crrt' 2020 

BAGAN ALUR ll'ROSES. PENERBITAN SP2B 
SOP Penerbltan SP2B 

Staf 
Perben 

Kasubid BUD/Kuaisa 
OPD daha,:a Perbendaha BUD 

raan 
an 

I I 

I 

• Tidak ~ 
Lengkap/sa <? !ah 

q I 
Tidakllb 

. 
ngkap/ <> etuju 
salah 

◊-

Mutu Baku 
Bank yang 
ditunjuk Kelengkapan Waktu Output 

Loket 
Peneritllaan Pencatatan di Buku 

5 menit 
Register Register 
Penerimaan 

Verillkasi Atas 
S3B "dan 90 menit HasilVeri.fika~i 
Kele111gkapannya 

8\.UCIA agenda dan 30 menit 
Printout SP28 dan 

komnuter daftar penguji 

Berkas SP2B, SP2B dan daftar 
SP3B dan D.utar 10 menit penguji yang telah 
Penguji divetlifikasi 

1-- SP2B 
SP2B yang telall 

10 meni.t ditanda tangani 

□ 
SP2B, daftar 
penguji se1·ta 10 meni.t Laporan ketiangan 
ekspedisi/ tanda 
terima 

SfKH ·1 .11IAT C~ERAH KABJfATEH KAUR 
Cl Au I A N H U !< U ,~ 

TELAli 01PRvSES 011N I ,,t,RAF 
0lT!,tlTl~E6ENAA,\Nl'YA i - z;; 

"'( BUPATI KAUR,\ 

~ y ~ 
"------'-- --



NO NAl'vlA SIMBOL 

1 Ookumen 

2 Verifikasi 

3 Proses 

( 
4 Alur Garis 

( 

Lampiran VI Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : 9-3 Tahun 2020 
Tanggal : 9.1.f pr6nt<:1r/ 2020 

PENJELASAN SIMBOL PADA BAGAN ALUR PENERBIT~ SP2B 

GAMBAR ! KETERANGAN 

D 
Merupakan penggambru:an dokumen diterima oleh 
petugas di loket pada Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kaur 

<> 
Merupakan penggambaran fungsi veruikasi yang 
dilakukan petugas di Sub bidangbelanja langsung, 
Kepala s ub bidang belanja langsung dan BUD/Kuasa 
BUD. 

Merupakan penggambaran proses pengetikan dan 

□ 
penanda tanganan dokumen SP2B 

L7 
Merupakan garis yang rnenunjukan arus proses 
pelayanan penerbitan SP28 

I-= 
,AR!AT C AEl 
11 A (HA Nl U " - - -•~ 0\1 ~ r 

OI ' i r,.c r. 'l ' 

../( BUPJ\TI KAUR, t 

:~ 
PAUSI 

I 

i 


